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176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924). 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ). 

Peraturan Presiden Nomor  9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 

Indonesia. 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara. 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden. 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden 

untuk Melaksanakan Tugas Presiden dalam Hal Presiden Berada di Luar 

Negeri. 

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tentang Perombakan Kabinet 

Indonesia Bersatu. 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden 

Pengelolaan Program dan Reformasi. 

Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Perombakan Kabinet 

Indonesia Bersatu. 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di 

Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen 

tanggal 2 Desmber 2004. 
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